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Mengingat 

WALIKOTA TOMOHON 
PROVINSISULAWESIUTARA 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH 

KOTA TOMOHON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TOMOHON, 
a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan 

dinamika sosial khususnya pada bidang pelayanan 
kesehatan, maka perlu diselenggarakan program Jaminan 
Kesehatan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pelaksanaan program jamman 
kesehatan daerah (Jamkesda) untuk memberikan 
perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat 
pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 
orang yang iurannya dibayar oleh pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Tomohon tentang Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Daerah Kota Tomohon; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikJt 
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Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1392); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Jl 



Menetapkan 

Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 

Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG 

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA 

TOMOHON. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tomohon; 
2. W alikota adalah W alikota Torno hon 
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon; 
4. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda 

adalah program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon dengan 
sistim pola bantuan bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon 
yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. 

5. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dilakukan 
oleh Pemerintah daerah dan masyarakat. 

6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis 
yang telah memiliki kerjasama dengan Penyelenggara 
Jaminan Kesehatan Daerah untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan daerah Kota 
Tomohon yang meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
meliputi Pu sat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bidan 
praktik swasta, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik 
pratama, sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 
meliputi klinik utama, rumah sakit umum dan rumah sakit 
khusus.~ 



7. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi 

pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan 

oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan. 

8. Tenaga bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah 

pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota 

Tomohon yang diangkat berdasarkan Keputusan WaliKota 

Tomohon untuk jangka waktu tertentu guna membantu 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 

bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kota 

Tomohon. 

9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 

adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Tomohon. 

10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu 

Keluarga Kota Tomohon. 

11. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu 

yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI) penduduk Daerah Kota Tomohon 

yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum 

pernah kawin. 

12. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS 

adalah identitas bahwa keluarga dan anggota keluarga yang 

tercantum didalamnya merupakan keluarga dan penduduk 

sasaran jaminan perlindungan sosial. 

13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat 

JKN adalah meru pakan bagian dari Si stem J aminan Sosial 

Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan 

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang 

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

Pemerintah. 

14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 

selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, 

kelompok dan/ atau masyarakat yang karena suatu 

hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat 

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, 

maupun sosial secara memadai dan wajar, '1,- 



antara lain meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, fakir 

miskin, orang terlantar, anak jalanan, penyandang 

disabilitas, anak gizi buruk, orang dengan HIV-AIDS, 

penghuni pan ti sosial dan penghuni lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan, korban kekerasan, 

kelompok minorita, orang dengan gangguan jiwa dan korban 

bencana sosial. 

15. Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada ibu meliputi pemeriksaan kehamilan, 

persalinan, pemeriksaan neonatus dan pelayanan KB. 

16. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah Badan 

penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk 

menunjang operasional Dinas Kesehatan Daerah dalam 

bidang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan 

pegawai daerah. 

17. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah 

Unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat 

kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau 

mengalami kecelakaan. 

BAB II 
RUANG LIGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan pemberian 
bantuan Jaminan Kesehatan Daerah, yang meliputi: 
a. maksud dan tujuan; 
b. azas penyelenggaraan; dan 
c. kepesertaan, paket manfaat dan pembiayaan. 

Pasal 3 
( 1) Penyelenggaraan Jamkesda dimaksudkan untuk memberikan pembebasan 

biaya atau bantuan jaminan pembiayaan pemeliharaan kesehatan yang 
layak bagi peserta Jamkesda. 

(2) Penyelenggaraan Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dengan cara memberikan pembebasan biaya atau 
bantuan pembiayaan agar penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.J! 



Pasal 4 

Azas Penyelenggaraan Jamkesda adalah sebagai berikut: 

a. kemanusiaan; 

b. manfaat; 

c. keadilan sosial; 

d. menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan kesehatan; dan 

e. terstruktur dan berjenjang. 

BAB III 
KEPESERTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN, PAKET MANFAAT 

DAN PEMBIA Y AAN 

Bagian Kesatu 
Kepesertaan 

Pasal 5 

(1) Peserta Jamkesda adalah seluruh penduduk Kota Tomohon yang belum 

terdaftar kepesertaannya dalam Jaminan Kasehatan di Badan 

Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

(2) Peserta diusulkan oleh Dinas Kesehatan daerah kota Tomohon kepada 

Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

Bagian Kedua 
Hak Dan Kewajiban 

Pasal 6 

Setiap peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) berhak: 

1. Mendapatakan identitas tunggal peserta. 

2. Memperoleh manfaat pelayanan klesehatan di fasilitas kesehatan yang 

bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS 

Kesehatan). 

3. Memeilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan 

Bada penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai yng 

diinginkan. 

4. Perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama selanjutnya dapat 

dilakukan setelah 3 (tiga) bulan. 

Setiap peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) berkewajiban untuk: 

1. Mentaati prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Melaporkan perubahan data kepesertaan kepada badan penyelenggara 

jaminan social kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan menunjukan identitas 

peserta pada saat pindah domisili, kematian, perceraian, menikah dan lain­ 

lain. i 
:,; 



Bagian Ketiga 
Paket Manfaat 

Pasal 7 

Paket Manfaat bagi peserta Jamkesda terdiri dari: 

a. rawat jalan (termasuk pemeriksaan kehamilan/pemeriksaan 

neonatus)/rawat inap/persalinan normal/persalinan dengan tindakan 

kegawatdaruratan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 

b. rawat jalan lanjutan/rawat inap/persalinan dengan tindakan di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah 

berdasarkan rujukan dan atau melalui UGD dengan hak rawat inap kelas 

III; 

Bagian Keempat 
Prosedur 

Pasal 8 

(1) Peserta Jamkesda memperoleh pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas 

Kesehatan Pertama dengan syarat menunjukan KTP /KK/KIA/Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) bagi Penduduk Kota Tomohon; 

(2) Peserta Jamkesda memperoleh pelayanan persalinan/rawat inap di Fasilitas 

Kesehatan Pertama dengan menunjukan syarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak masuk Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama. 

(3) Peserta Jamkesda memperoleh pelayanan rawat jalan/rawat inap di 

FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan 

Pemerintah Kota Tomohon dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Rawat J alan 

1. menunjukan kartu identitas berupa KIS/KTP/KK; 

2. melampirkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

atau dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan/rumah sakit kelas di 

bawahnya, dikecualikan pelayanan melalui UGD; 

3. dalam hal pasien memerlukan pemeriksaan penunjang medis, harus 

lebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengenai besarnya 

jaminan kesehatan, dikecualikan dalam keadaan mendesak ( Cyto); dan 

4. dalam hal pelayanan Hemodialisa dan pelayanan Hemodialisa dengan 

pemeriksaan penunjang medis, harus lebih dahulu mendapat 

persetujuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

(BPJS Kesehatan). ~ 



b. Rawat Inap 

1. menunjukan kartu identitas berupa KIS/KTP/KK; 
2. melampirkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

atau dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan/rumah sakit kelas di 
bawahnya, dikecualikan pelayanan melalui UGD; 

3. hak kelas perawatan yang di jamin oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yaitu kelas III, 
dikecualikan perawatan di ruang ICU /ICCU /PICU /NICU /IMC/ 
HCU /Ruang Isolasi diberikan hak kelas paling rendah yang dimiliki 
oleh rumah sakit; dan 

4. dalam hal tidak tersedia ruang perawatan kelas III, pasien dapat 
dititipkan sementara di ruang perawatan kelas di atasnya dengan hak 
layanan/perawatan serta tarif kelas III, dibuktikan dengan surat 
keterangan dari rumah sakit. 

c. Pelayanan Kemoterapi 
Penjaminan sesuai dengan mekanisme rawat inap. 

d. Persalinan 
1. Persalinan normal 

a) persalinan normal selain di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
boleh dilakukan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Tomohon 
Kelas D; 

b) menunjukan kartu identitas yang berupa, KIS/KTP/KK; 
c) melampirkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama, dikecualikan bagi kasus kegawatdaruratan persalinan; dan 
d) mendapatkan surat pengantar dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
sejak pasien masuk rumah sakit. 

2. Persalinan abnormal/ dengan tindakan 
a) menunjukan kartu identitas yang berupa, KIS/KTP/KK; 
b) melampirkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama atau dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan/rumah sakit 
kelas di bawahnya, dikecualikan bagi kasus kegawatdaruratan 
persalinan; 

c) mendapatkan surat pengantar dari Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
sejak pasien masuk rumah sakit; dan 

d) hak kelas perawatan yang di jamin oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yaitu kelas III, 
dikecualikan perawatan di ruang ICU /ICCU /PICU /NICU /IMC/HCU / J! 



Ruang Isolasi diberikan hak kelas paling rendah yang dimiliki oleh 

rumah sakit; dan 

e) dalam hal tidak tersedia ruang perawatan kelas III, pasien dapat 

dititipkan sementara di ruang perawatan kelas di atasnya dengan 

hak layanan/perawatan serta tarif kelas III, dibuktikan dengan surat 

keterangan dari rumah sakit. 

Bagian Keempat 
Pembiayaan 

Pasal 9 

(1) Pembiayaan Jamkesda diatur sebagai berikut: 

a. pelayanan rawat jalan/rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; 

b. pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, 

pembiayaan berdasarkan verifikasi dengan ketentuan: 

1. bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan kelas A dan B, sesuai tarif 

kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tomohon; dan 

2. bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan kelas C dan D, sesuai tarif 

Rumah Sakit Pratama Kota Tomohon. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon. 

(3) Besaran bantuan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan nilai maksimal. 

4) Tata cara pengajuan klaim peserta Jamkesda sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Bagian Kelima 
Pelayanan Tidak Dijamin 

Pasal 10 

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah sebagai berikut: 

a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku; 

b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak 

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; 

c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan 

kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan 

kerja; 

d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; 

e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; 

f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; 

g. Pelayanan meratakan gigi ( ortodonsi); Jt 



h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau 

alkohol; 

1. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat 
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; 

J. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, 
shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian 
teknologi kesehatan ( health technology assessment); 

k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan 
( eksperimen); 

I. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu; 
m. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian 

luar biasa/wabah; 
n. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; 
o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaatjaminan 

kesehatan yang diberikan; 
p. kasus kecelakaan lalu lintas yang bisa dijamin oleh PT Jasa Raharja; 
q. general chek up termasuk periksa kesehatan haji, surat keterangan sehat, 

test bu ta warna; 
r. imunisasi yang dilayani selain Puskesmas; 
s. imunisasi calon manten; dan 
t. deteksi dini penyakit/ screening. 

BAB IV 
VERIFIKASI 

Pasal 11 
Verifikasi pelayanan kesehatan pada Jamkesda meliputi: 
a. verifikasi administrasi kepesertaan meliputi kelengkapan berkas, yang 

terdiri dari identitas peserta, surat keterangan perawatan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama/Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, surat 
rujukan, keterangan lain yang sah. 

b. administrasi pelayanan meliputi nama pasien, nama dokter yang 
memeriksa, daftar perincian obat-obatan, jenis tindakan dari Fasilitas 
Kesehatan. 

c. administrasi keuangan meliputi bukti pembayaran tarif sesuai dengan jasa 
biaya ruang perawatan kelas III dan beberapa jenis pelayanan lainnya yang 
diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan indikasi 
medis. 

d. tenaga pelaksana verifikasi sehari-hari dilaksanakan oleh petugas di Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang ditunjuk 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon. J!. 



LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 
NOMOR 
TENTANGPENYELENGGARAAN 
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA 
TOMOHON 

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM JAMKESDA 

I. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

A. Rawat J alan 

1. Mengirimkan bukti layanan harian; dan 

2. Mengirimkan rekapitulasi klaim yang meliputi data pasien, nomor 

identitas KIS / KTP / KK/ KIA/ rekomendasi, diagnosa, jenis 

pelayanan dan biaya pengobatan sesuai dengan format yang 

berlaku; 

B. Rawat Inap 

1. Mengirimkan rekapitulasi klaim yang meliputi data pasien, nomor 

identitas KIS/KTP/KK, diagnosa, jenis pelayanan dan biaya 

pelayanan sesuai dengan format yang berlaku; 

2. Mengirimkan tagihan klaim rawat inap, dengan melampirkan: 

a. foto copy identitas kepesertaan seperti KIS/KTP/KK; 

b. surat pengantar (penjaminan awal) dari Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan); 

c. bukti layanan; 

d. rincian biaya; dan 

e. surat penjaminan akhir dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

C. Pengiriman Tagihan Klaim dan Pencairan Dana 

1. Tagihan klaim diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan) setiap bulan paling lambat tanggal 

10 (sepuluh) bulan berikutnya; 

2. Pencairan dana memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan; 

dan 

3. Semua klaim yang masuk dilakukan verifikasi oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).J! 



II. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 

A. Rawat Jalan 

1. Mengirimkan rekapitulasi klaim yang meliputi data pasien, nomor 

identitas KIS/KTP/KK, diagnosa, jenis pelayanan dan biaya 

pelayanan sesuai dengan format yang berlaku; 

2. Mengirimkan tagihan klaim rawatjalan, dengan melampirkan: 

a. surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan kelas dibawahnya; 

b. surat emergency jika melalui UGD; 

c. foto copy identitas kepesertaan seperti KIS/KTP/KK; 

d. rincian biaya/ nota rumah sakit; 

e. surat penjaminan akhir dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) (untuk pemeriksaan 

pen unjang/ hemodialisa/ fisioterapi). 

B. Rawat Inap 

1. Mengirimkan rekapitulasi klaim yang meliputi data pasien, nomor 

identitas KIS/KTP/KK, diagnosa, jenis pelayanan dan biaya 

pelayanan sesuai dengan format yang berlaku; 

2. Mengirimkan tagihan klaim rawat inap, dengan melampirkan : 

a. surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan kelas dibawahnya; 

b. surat emergency jika melalui UGD; 

c. foto copy identitas kepesertaan seperti KIS/KTP/KK; 

d. surat pengantar (penjaminan awal) dari Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan); 

e. bukti rawat inap/pengantar rawat inap dari rumah sakit; 

f. rincian biaya/ nota rumah sakit; 

g. surat penjaminan akhir dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

C. Pengiriman Tagihan Klaim dan Pencairan Dana 

1. Tagihan klaim diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan) setiap bulan paling ambat tanggal 

S(lima) bulan berikutnya; 

2. Klaim berlaku selama 1 ( satu) bulan, dan proses pencairan 

danamemerlukan waktu kurang lebih l(satu) bulan; 

3. Semua klaim yang masuk dilakukan verifikasi oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan); II. 
;,, 
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KETENTUANPENUTUP 

Pasal 12 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.~ 
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